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KEPASTIAN LAYANAN DASAR®

Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
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Pagi hari di pedalaman Pulau Timor,
perjalanan menuju puskesmas bisa
memakan waktu berjam-jam. Di banyak
wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), jarak
yang jauh dan keterbatasan infrastruktur
masih menjadi tantangan nyata dalam
menghadirkan layanan dasar  bagl
masyarakat.

Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah
Provinsi NTT terus mengambil langkah
memperkuat tata kelola layanan publik
melalui penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Upaya ini Dbertujuan
memastikan  setlap warga, tanpa
terkecuali, dapat memperoleh layanan
dasar yang menjadi hak mereka dan
dijamin negara.

Penguatan Penerapan SPM di NTT:
Perbaikan Tata Kelola Menuju Kepastian Layanan Dasar
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